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ANALSIS PENERAPAN TAX PANNING PADA PT. TOYOTA TSUSHO 
MECHANICAL & ENGINEERING SERVICE INDONESIA 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi perencanaan 
pajak yang dilaksanakan perusahaan berkaitan dengan ketepatan penghematan pajak 
dan peningkatan kesejahteraan karyawan, dan bagaimana perusahaan mampu 
meminimalkan pajak terutang serta Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan yang 
sesuai dengan aturan Perundang-undangan Perpajakan Indonesia. 

Penelitian ini membandingkan perencanaan pajak perusahaan dan altematif yang 
diizinkan, dimana salah satu altematif yang menghasilkan pembayaran pajak yang 
paling minimal yang akan direkomendasikan. Perusahaan tidak memanfaatkan 
perpanjangan batas waktu penyampaian SPT, dan dalam perhitungan Pajak 
Penghasilan PPh Pasal 21, perusahaan menggunakan metode Gross-Up untuk tenaga 
kerja asing dan metode Gross untuk karyawan lokal serta pembayaran langsung 
biaya pengobatan karyawan. Pemanfaatan perpanjangan batas waktu penyampaian 
SPT dan penerapan metode Gross Up dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk seluruh 
karyawan dan pembiayaan pengobatan secara reimbursement (penggantian) akan 
meningkatkan kesejahteraan karyawan dan penghematan pajak terutang perusahaan. 

Dalam peningkatan kinerja, perusahaan membutuhkan beberapa revisi dalam strategi 
perencanaan pajak perusahaan. Pelaksanaan sosialisasi yang tepat kepada karyawan 
akan mempermudah perusahaan dalam menerapkan strategi perencanaan pajak yang 
direkomendasikan. 

Kata kunci: Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan 
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ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF TAX PLANNING IN PT. TOYOTA 
TSUSHO MECHANICAL & ENGINEERING SERVICE INDONESIA 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to know how the tax planning implementation which is 
done by corporation interrelated with the accuracy of decreasing tax payment and 
increasing employee benefit, and how the corporation is able to reduce their tax 
payment, both Tax Art.21 and Annual Income Tax, without contravencing with 
Indonesia Tax Law. 

This study compare both corporation running tax planning and the alternative which 
is suggested, one of the most minimal tax payment will be recommended The 
corporation never use their time limit extension right of SPT delivery, use Gross Up 
method to calculate Tax Art 21 of their expatriate employee and Gross method to 
Indonesian employee and direct payment for employee medical cost. Implementation 
of extension right and replacing calculation method with Gross Up to their whole 
employee and reimbursement charge, will give some adventage in upgrading 
employee benefit and lower corporation tax payment. 

In increasing the corporation performance, they need to revise some running tax 
planning. The exact socialization to entire employee will facilitate in applying the 
recommanded tax planning. 

Key word: Tax Planning, Tax Art 21, Annual Income Tax 
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1.1. Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pelaksanaan fungsi pemerintahan Indonesia tentunya tidak terlepas dari 

pembiayaan yang memerlukan dana yang sangat besar. Pemerintah selain sebagai 

regulator atas aktivitas setiap warganya, juga berkepentingan atas pemenuban 

kewajiban oleh warga negaranya itu sendiri berkaitan dengan biaya pelaksanaan 

fungsi pemerintahan. Salah satu kepentingan itu berkaitan dengan kewajiban warga 

negara dalam menyetor dan melaporkan pajaknya 

Bagi negara, pajak adalah sumber penerirnaan negara, selain digunakan untuk 

membiayai pengeluaran kemandirian negara, juga dikembalikan kepada warga 

negara sebagai pengeluaran pembangunan dan dana sosial masyarakat. Pajak juga 

dapat digunakan sebagai alat percepatan perturnbuhan ekonomi sebagai stimulus 

dalam perkembangan dunia usaha. Semakin besar penerirnaan pajak yang diterima 

oleh negara, semakin mandiri pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi 

pemerintahannya. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang 

perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atau digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya setiap warga 

negara wajib membayar pajak sejak memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak. Oleh 

karena itu, setiap aktivitas transaksi ataupun penghasilan yang diperoleh oleh Wajib 
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Pajak, baik Wajib Pajak Dalam Negeri maupun Wajib Pajak Luar Negeri (Bentuk 

Usaha Tetap) akan dikenakan pajak yang aturan dan ketentuannya diatur oleh 

Pemerintah. 

Adapun pajak yang wajib disetor dan dilapor oleh Wajib Pajak berkaitan 

dengan penghasilan, aktivitas transaksi, kepemilikan hak ataupun atas perolehan 

manfaat atas barang dan jasa antara lain: 

a. Pajak Penghasilan (PPh). 

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas 

Undamg-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 

(1) disebutkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konswnsi atau untuk menambah 

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa 

pun. 

Adapun definisi Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resrni yang ditujukan 

kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima 

atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat 

dalam hidup berbangsa dan bemegara sebagai suatu kewajiban yang harus 

dilaksanakan. Pajak Penghasilan (PPh) ini kemudian dirinci kembali dalam 

pasal-pasal di dalam Undang-Undang. Adapun Pajak penghasilan itu terdiri dari: 

1) PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun 

sehubungan dengan pekerjaanjasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak orang pribadi. 
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2) PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan 

pemerintah baik pusat maupun daerah instansi atau lembaga pemerintah 

berkenaan dengan pembayaran atas pengenaan barang dan badan-badan 

tertentu baik pemerintah dan swasta berkenaan dengan kegiatan impor atau 

kegiatan usaha di bidang lain. 

3) PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha 

tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan 

kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21/ Pasal 26 yang dibayarkan 

atau terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar 

negeri lainnya 

4) PPh pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terhutang luar negeri yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri. 

5) PPh pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar 

sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulannya dalam tahun-tahun pajak berjalan. 

6) PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan 

yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia 

7) PPh Pasal 15 adalah pajak penghasilan dengan Norma Perhitungan Khusus 

untuk golongan Wajib Pajak tertentu antara lain bagi perusahaan pelayaran 

atau penerbangan internasional, Wajib Pajak luar negeri yang memiliki 

Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia, serta perusahaan yang melakukan 

investasi dalam bentuk bagun-guna-serah. 

8) PPh final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. 
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b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & 

PPnBM) 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap 

pertambahan nilai ekonomis barang atau jasa dalam penyerahannya dari penjual 

kepada pembeli. 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas setiap 

penyerahan barang mewah dari penjual kepada pembeli. 

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan 

karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang baik bagi 

orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh hak dari 

padanya. 

d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas 

perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan 

adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak 

atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. 

e. Bea Materai 

Bea Materai adalah biaya pengesahan secara hukum atas suatu dokumen 

berharga dan penting bagi negara. 

Pajak yang disetor dan dilapor oleh Wajib Pajak dapat dipahami sebagai 

peralihan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Hal ini menyebabkan 

berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk 

kepentingan penguasaan barang dan jasa, serta bertambahnya kemampuan keuangan 
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negara dalarn penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan 

masyarakat. 

Dari sudut pandang yang berbeda, baik badan ataupun orang pribadi 

usahawan berlomba-lomba berkarya dan menunjukkan eksistensinya dalarn melayani 

dan memenuhi setiap kebutuhan konsumsi dan pemanfaatan dari pihak lain. Hal ini 

memberikan kesempatan bagi pemilik modal ataupun pengusaha untuk mendirikan 

suatu usaha yang nantinya akan melaksanakan aktivitas produksi, melakukan 

transaksi, memanfaatkan barang atau jasa, menyerap dan mensejahterakan tenaga 

kerja serta mendapatkan laba atas aktivitasnya 

Berbeda dengan kepentingan negara, bagi Wajib Pajak, pajak adalah biaya 

yang akan diharapkan dibayar dengan serninirnal mungkin. Atas penghasilan dan 

aktivitas, transaksi, perolehan manfaat ataupun atas kepemilikan hak, Wajib Pajak 

akan memberikan kontribusi pajak bagi negara. 

Setiap Wajib Pajak tidak akan dapat lepas dari satu atau lebih jenis pajak 

yang dipungut oleh pemerintah, baik sebagai pemotong/ pemungut ataupun sebagai 

Wajib Pajak yang menanggung beban pajak itu sendiri. Perusahaan, pengusaha 

(usahawan), pemilik modal, tenaga ahli ataupun karyawan sebagai Wajib Pajak 

terikat oleh peraturan negara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban 

perpajakan itu sendiri merupakan beban atau pengurang penghasilan sehingga 

mengurangi disposal income (penghasilan yang tersedia untuk dinikmati). 

Selain memiliki kewajiban yang memiliki sanksi ketat, bagi Wajib Pajakjuga 

secara sengaja diberikan hak-hak tertentu dalarn melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Hak-hak semacarn ini yang menjadi stimulus timbulnya keinginan 

bagi Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggungnya. Wajib 
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Pajak menginginkan suatu pengenaan pajak yang tidak memberatkan, keinginan 

minimalisasi kewajiban pajak ini bisa dicapai secara legal (tidak melangar hukum) 

ataupun secara ilegal (melanggar hukum). Minimalisasi kewajiban pajak secara 

ilegal tentunya akan menimbulkan sanksi bagi Wajib Pajak itu sendiri, baik itu sanksi 

denda administrasi (financial penalty) ataupun sanksi pidana yang justru merupakan 

pemborosan dana. Di lain hal, minimalisasi kewajiban pajak yang masih dalam 

bingkai peraturan pajak dan merupakan hak bagi setiap Wajib Pajak dapat dilakukan 

dengan suatu upaya pengelolaan pajak (tax management). 

Perusahaan dalam hal mencapai efektivitas dan efisiensi kinerjanya, tidak 

akan lepas dari proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengendalian kinerja anggota perusahaan. Pajak adalah salah satu beban atau biaya 

yang harus dimanajemeni dengan berhasil untuk mencapai tujuan perusahaan 

tersebut. Tentunya pemahaman yang baik atas ketentuan peraturan perundang

undangan perpajakan menjadi dasar mutlak yang harus dimiliki oleh manajemen. 

Manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan 

benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk 

memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Adapun fungsi manajemen pajak 

ini antara lain sebagai perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban 

perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control). Perencanaan 

pajak menyangkut pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar 

dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pelaksanaan 

kewajiban perpajakan menyangkut penyelenggaraan pembukuan yang memenuhi 

syarat. Dan terakhir pengendalian pajak menyangkut kewajiban pajak telah 

dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncankan dan telah memenuhi persyaratan 

formal dan material. Perencanaan pajak akan memberikan dampak yang paling 
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signifikan dalam manajemen pajak untulc mencapai target minimalisasi kewajiban 

pajak. 

Selain sebagai alat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar dan 

mengurangi beban pajak, pemanfaatan prinsip keadilan juga merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari perencanaan pajak. Prinsip keadilan ini justru memang diberikan 

oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonorni yang lebih baik, 

peningkatan penerimaan negara, dan pembebanan yang adil. Untulc pertimbangan 

keadilan ini, secara sadar pemerintah memberlakukan suatu tarif progresif, 

pengurangan berbentulc penghasilan tidak kena pajak, serta beberapa pasal dalam 

Undang-undang Perpajakan yang sengaja diatur untuk melindungi Wajib Pajak 

kriteria tertentu seperti pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 31 E. Semua 

fasilitas ini logikanya disediakan untulc dapat dimanfaatkan para Wajib Pajak yang 

mungkin tidak mengetahui sama sekali adanya fasilitas yang dimaksud. Dan fasilitas 

ini juga dapat dijadikan alat dalam pelaksanaan perencanaan pajak itu sendiri. 

Secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yang dapat 

dikelola dengan baik diharapkan dapat memberikan kontribusi pengurangan 

kewajiban pajak bagi Wajib Pajak tanpa harus berhadapan dengan kasus pelanggaran 

hukum ataupun penggelapan dan penyelundupan pajak yang sudah di luar bingkai 

ketentuan perpajakan. Tax planning sama sekali tidak bertujuan untulc melakukan 

kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untulc memanfaatkan 

peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak 

tetapi tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. 

Dengan demikian perencanaan pajak merupakan langkah sistematis yang 

ditempuh wajib pajak untulc meminimumkan beban pajak tahun berjalan maupun 
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tahun yang akan datang agar pajak yang dibayar dapat ditekan seefisien mungkin 

dengan berbagai cara yang memenuhi ketentuan perpajakan. Perencanaan pajak akan 

dimulai dengan menentukan apakah suatu transaksi atau penghasilan akan dikenakan 

pajak. Jika fenomena transaksi atau penghasilan itu dikenakan pajak, apakah dapat 

diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah 

pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain 

sebagainya. Sehubungan dengan hal itu, maka akan dapat dibuat rencana pengenaan 

pajak atas setiap tindakan dan aktivitas wajib pajak secara seksama 

Perencanaan pajak sangat tergantung pada kesadaran dan katerlibatan para 

pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas 

perusahaannya. Sehingga Wajib Pajak harus dapat menyusun perencanaan yang baik 

dan menghindari pembayaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi karena merupakan 

pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan 

optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan ke arah yang lebih produktif dan efisien 

sehingga dapat memaksimalisasi kinerja dengan benar, dan mengerjakan yang 

seharusnya (doing thing right) selain harus bekerja keras (hard work) dan bekerja 

secara cermat (work smartly). 

Dengan demikian, merencanakan kewajiban pajak saat ini sudah menjadi 

kebutuhan yang sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Perencanaan pajak ini bisa 

mencakup aktivitas bisnis secara luas yang meliputi keseluruhan pajak. yang berlaku 

di Indonesia. Selain itu, perencanaan pajak juga dapat dilakukan pada pemilihan 

metode penyusutan yang diizinkan oleh peraturan pajak, penilaian kembali aktiva 

tetap, transaksi sewa guna usaha, pemilihan metode pembebanan pajak penghasilan 

khususnya PPh Pasal 21, penyajian laporan fiskal serta penghindaran dari 

pemeriksaan pajak. 
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Terlepas dari perencanaan pajak sebagai metode dalam meminimalkan beban 

pajak, perencanaan pajak juga merupakan suatu alat untuk memecahkan masalah

masalah (problem solving) yang berkaitan dengan kewajiban pajak yang akan 

dihadapi di masa yang akan datang. Penyelesaian masalah tidak harus diselesaikan 

dikemudian hari setelah masalah timbul. Perencanaan pajak dalam hal ini akan 

menjadi penyelesaian masalah perpajakan sebelum masalah itu muncul. Dengan kata 

lain, perencanaan pajak sebagai tax problem solving memiliki kekuatan antisipatif. 

Misalnya dalam hal pemeriksaan pajak, Wajib Pajak seharusnya melakukan tindakan 

dengan menerapkan strategi-strategi dan teknik untuk menghindari pemeriksaan 

pajak bukan teknik menghadapi pemeriksaan pajak tersebut, dan masalah 

penghindaran pemeriksaan pajak ini dapat diselesaikan sedini mungk.in sebelum 

masalah tersebut benar-benar hadir dalam realita. 

Sistem self-asessment mewajibkan Wajib Pajak menghitung, 

memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga 

penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak itu sendiri. Dengan 

sistem ini pula, perhitungan pajak terutang pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak 

bukan otoritas pajak, sehingga bagi Wajib Pajak yang bijak, kesempatan menghitung 

pajak ini dapat dilakukan dengan perencanaan pajak untuk meminimalisasi pajak 

terutang. 

Untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan, dan 

pemberlakuan sistem self-asessment, maka diperlukan suatu pemahaman yang tepat 

tentang aturan-aturan pajak penghasilan sebagai konsep dasar dari pelaksanaan 

perencanaan pajak itu sendiri. Setidaknya, dalam lingkup yang sempit, pemahaman 
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ini akan mampu menciptakan suatu analisis aturan pajak dalam pemilihan metode 

yang tepat dari setiap opsi perencanaan pajak tersebut di atas. 

Misalnya dalam perhitungan PPh Pasal 21, harus diperhatikan penghasilan 

apa saja yang akan dikenakan pajak (taxable) dan penghasilan apa saja yang tidak 

dapat dikenai pajak (non taxable). Begitu juga dalam perhitungan PPh Badan, ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipahami secara tepat, diantaranya apa saja 

penghasilan yang menjadi objek pajak dan yang bukan merupakan objek pajaknya, 

biaya-biaya apa saja yang diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan bruto 

(deductible expense) dan yang tidak diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto 

perusahaan (non deductible expense). Beberapa beban perusahaan, yang dalam 

laporan keuangan akuntansinya bisa dibebankan untuk mengurangi penghasilan 

bruto, justru tidak dapat dibiayakan menurut pajak, dan akan dilakukan rekonsiliasi 

fiskal. 

Contoh lain dari perspektif geografis, perencanaan pajak juga dapat ditinjau 

dari peluang yang ada di tempat Wajib Pajak berada. Dari pola geografis ini, Wajib 

pajak bisa memanfaatkan perbedaan pajak antardaerah di Indonesia. Hal ini 

dimungkinkan dapat dilakukan karena pemerintah pusat sebagai regulator dalam 

penetapan peraturan pajak, senantiasa berupaya menciptakan pemerataan 

pembangunan melalui kebijakan pemberian insentif pajak di daerah-daerah tertentu 

yang dianggap masih tertinggal. Insentif tersebut antara lain dapat berupa fasilitas 

PPh daerah terpencil, perbedaan norma perhitungan penghasilan neto (yang dibagi 

dalam tiga kategori wilayah), fasilitas PPN dan PPnBM dan insentif lainnya yang 

berbeda antara kategori wilayah. 



Dari setiap upaya minimalisasi beban pajak tersebut, tidak terdapat upaya 

untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak itu sendiri, tetapi 

lebih pada pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memenuhi aturan-aturan yang 

ditetapkan dengan membayar pajak dengan jumlah yang pas, tidak lebih clan tidak 

kurang, tidak melanggar serta patuh terhadap aturan perpajakan dan tidak merugikan 

pemerintah. 

Pada PT. Toyota Tsusho Mechanical & Engineering Service Indonesia adalah 

perusahaan jasa pemrosesan komputer, desain mesin dan peralatan, yang telah 

memiliki 109 orang karyawan. Perusahaan ini bertanggung-jawab atas pajak 

perusahaan secara kompleks, baik pajak yang ditanggung perusahaan dan/atau pajak 

yang ditanggung karyawan, dikarenakan oleh kompleksnya aktivitas di dalam 

perusahaan dan banyak melibatkan tanggung-jawab perpajakan. 

Dari beberapa telaah terhadap aktivitas perusahaan, ditemukan beberapa 

kondisi dimana perusahaan kurang tepat dalam memilih kebijakan yang justru 

menimbulkan makin besarnya beban pajak perusahaan dari yang semestinya Hak

hak perusahaan sebagai Wajib Pajak juga masih kurang dimanfaatkan semaksimal 

mungkin. 

Seperti misalnya pada perhitungan PPh Badan. Pada dasarnya perhitungan 

PPh Pasal 21 akan mempengaruhi besamya PPh Badan. Maka bagi perusahaan akan 

lebih baik jika dipertimbangkan juga estimasi besarnya PPh Badan yang akan 

dipengaruhi dari setiap kebijakan perencanaan pajak PPh Pasal 21 yang 

dilaksanakan. Diharapkan nantinya akan didapatkan biaya-biaya yang paling efisien 

dalam meminimalkan beban pajak penghasilan, baik atas kesejahteraan yang 

diterima karyawan ataupun laba perusahaan. Hal ini mungkin saja dilakukan 
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mengingat pengenaan tarif tunggal PPh Badan (28% untuk tahun 2009 dan 25% 

untuk tahun 2010 hingga penyesuaian selanjutnya). 

Tetapi dari sudut pandang karyawan, take home pay mereka juga perlu 

dipertimbangkan untuk menghindari kerugian di salah satu pihak. Artinya tindakan 

perusahaan akan kurang tepat jika dalam minimalisasi beban pajak badan justru 

mempertinggi beban pajak karyawan ataupun memperkecil take home pay karyawan. 

Suatu kebijakan yang tepat bagi perusahaan jika melaksanakan perencanaan 

pajak, selain untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajaknnya dengan benar, 

diharapkan nantinya akan didapatkan suatu beban pajak yang paling minimal bagi 

perusahaan. Artinya perusahaan akan membayar pajak dengan benar dan pas, tidak 

lebih dan tidak kurang dan tidak merugikan negara Penerapan Tax Planning ini 

diharapkan akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan 

perusahaan dan keringanan beban pajak itu sendiri baik bagi perusahaan maupun 

bagi karyawan, ketepatan perhitungan, dan akan mencerminkan ketaatan pajak. 

Berdasarkan masalah inilah, penulis tertarik untuk menganalisis perhitungan 

pajak ini dan mengambil judul "Analisis Penerapan Tax Planning Pada PT. 

Toyota Tsusho Mechanical & Engineering Service Indonesia". 

1.2. Perumusan Masalah 

Perencanaan yang tepat diharapkan mampu, tidak hanya meminimalkan 

beban pajak terutang, tetapi juga perusahaan memiliki metode pembebanan yang 

tepat dan perhitungan yang akurat, agar terhindar dari sanksi pajak. 
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Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

1. Apa kebijakan-kebijakan perpajakan yang dipilih oleh perusahaan dalam 

melaksanakan perencanaan perpaj akannya. 

2. Apakah kebijakan-kebijakan perencanaan perpajakan tersebut sudah tepat dan 

sesuai dengan peraturan perpajakan. 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah 

1. Menjelaskan opsi-opsi perencanaan pajak dan manfaatnya bagi perusahaan. 

2. Mengetahui apa metode perencanaan pajak yang paling tepat untuk 

digunakan oleh perusahaan dalam meminimalkan pajak terutang. 

3. Menjelaskan kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh perusahaan dalam 

situasi keuangan tertentu jika dilihat dari segi perencanaan pajaknya. 

4. Mengetahui pengaruh perencanaan pajak dalam efisiensi biaya perusahaan. 

Adapun penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk: 

1. Perusahaan, sebagai petunjuk dalam pelaksanaan perencanaan perpajaknnya. 

2. Lingkungan akademisi, sebagai sumbangan pemikiran berkaitan dengan 

perencanaan paj ak. 

3. Lingkungan Praktisi, sebagai petunjuk dalarn mempermudah pembuatan dan 

pelaksanaan perencanaan pajak. 

4. Penelitian selanjutnya, sebagai bahan referensi dalarn penelitian-penelitian 

lanjutan yang berhubungan dengan perencanaan pajak. 
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1.4. Kerangka Pemikiran 

Dalam Indonesian Tax Review (2005) disebutkan bahwa Perencanaan pajak 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pajak yang merupakan 

bagian integral dari perencanaan strategis perusahaan yang seharusnya sudah dimulai 

sebelum suatu usaha dimulai. Perencanaan pajak adalah analisis perpajakan yang 

sistematik yang bertujuan untuk meminimalisasi pembayaran pajak untuk periode 

sekarang dan yang akan datang, yang juga langkah awal dari manajemen perpajakan. 

Jadi manajemen perpajakan yang baik akan mengurangi masalah-masalah perpajakan 

di masa depan atau paling tidak meminimalisir, karena manajemen perpajakan 

ataupun perencanaan pajak bukan masalah yang current, tetapi lebih pada antisipasi 

untuk kinerja perusahaan pada tahun-tahun mendatang. 

Perencanaan perpajakan ini kemudian dapat dilakukan pada jenis pajak yang 

dipungut, dari subjek pajak maupun objek pajaknya, tarif pajak tersebut serta 

prosedur pembayaran pajak itu sendiri. Setiap perencanaan pajak ini kemudian 

nantinya akan menjadi kebijakan perpajakan (tax policy) yang setiap saat dapat 

digunakan oleh perusahaan dalam mempertimbangkan dan menghitung pajak 

terutang yang akan disetor kepada negara. 

1.5. Metodologi Penelitian 

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT. Toyota Tsusho Mechanical & Engineering 

Service Indonesia, yang beralamat di Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, 

Bekasi. Adapun penelitian dilakukan pada kewajiban perpajakan yang ditanggung

jawabi perusahaan untuk tahun buku 2010 (periode April 2010 sampai dengan Maret 

2011). 
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Karena pajak yang ditanggung-jawabi perusahaan sangat kompleks, maka 

penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada analisis penerapan perencanaan 

PPh Pasal 21 dan PPh Badan pada tahun buku 2010 (periode April 2010 sampai 

dengan Maret 2011 ). 

1.5.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalab penelitian lapangan dalam bentuk 

studi kasus yang dilakukan secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu PT. 

Toyota Tsusho Mechanical & Engineering Service Indonesia guna mendapatkan data 

yang dibutuhkan. 

1.5.3. Jenis dan Somber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu 

PT. Toyota Tsusho Mechanical & Engineering Service Indonesia dengan 

wawancara dan observasi yang kemudian akan diolah oleh penulis. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan yang sudab diolah 

dan terdokumentasi di perusahaan berupa data laporan keuangan komersial, 

rekonsiliasi fiskal, data gaji karyawan, laporan perpajakan perusahaan beserta 

data pendukung dan data-data lain yang nantinya akan digunakan sebagai 

bahan analisis dalam perencanaan pajak bagi perusahaan. 
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1.5.4. Teknik pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

1. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada perusahaan 

tentang kebijakan perencanaan pajak perusahaan. 

2. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan bagian Akuntansi/ 

Perpajakan atau bagian lain yang berhubungan dengan objek penelitian. 

1.5.5. Metode Analisis Data 

Analisis yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu 

metode yang mengumpulkan data, mengolah, menginterpretasikan serta menganalisis 

data yang diperoleh, sehingga akan memberikan keterangan yang benar dan lengkap 

untuk pemecahan masalah yang dihadapi. 

Penulis akan mengumpulkan data, diolah dan basil dari pengolahan data 

secara kuantitatif ini dapat langsung dipakai sebagai dasar untuk membuat 

keputusan. Hasil pengolahan data akan diuraikan dengan melaku.kan pembandingan 

hingga didapat suatu basil yang dianggap paling tepat, yang didukung dengan teori, 

sebagai pemecahan masalah. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Pembahasan skripsi ini dibagi dalam lima bah dan tiap bah dibagi lagi dalam 

sub-sub bah. Adapun rincian masing-masing bah adalah sebagai berikut: 

BABI PENDAHULUAN 

Dalam bah ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, dan metodologi penelitian. 
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I 

BAB II 

BAB III 

BABIV 

BABV 

LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai landasan teori 

yang berkaitan dan menjadi acuan dalam pembahasan materi skripsi. 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum . 

perusahaan dari sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, 

sumber-sumber penghasilan perusahaan dan pajak yang ditanggung 

oleh perusahaan. 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan menganalisis dan mengevaluasi mengenai 

kebijaksanaan penetapan pajak dan kesesuaian serta kepatuhan 

pembayaran. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bah ini penulis mencoba menyimpulkan basil penelitian 

mengenai perencanaan pajak di perusahaan dan akan memberikan 

saran mengenai kebijakan di bidang perencanaan pajak perusahaan. 
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